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GEROAMPAK PENGATOMAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS SOSIAL SAINS DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEН

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN PELAYANAN

HUKUM DAN PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor: 01/MOA/F2IP/UUI/VI/2025
Nomor: W.1-HH.04.04-242

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-6-

2025), bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sari Raudhatul Jannah, SI, S.E., M.E

2. Purwandani H. Pinilihan,S.H.,M.H:

:Ketua Program Studi, berkedudukan di Jalan

Alue Naga Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala

Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Ketua Program Studi Sarjana

Akuntansi Fakultas Sosial Sains dan limu

Pendiidkan Universitas Ubudiyah Indonesia, dan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAМА.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Aceh, berkedudukan di Jalan T.

Nyak Arief nomor 185 Jeulingke Banda Aceh, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Aceh dan selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat Nota Kesepahaman (MoU)

antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh dengan Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor: W.1-HH.04.04-785 dan Nomor:

1967/LL13/KS.00.00/2025 tentang Sinergi dan Kerjasama dalam Rangka Peningkatan Pelayanan



Hukum, Pelayanan Kekayaan Intelektual, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan

Hukum di Daerah dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di Banda Aceh

pada tanggal 17 Juni 2025, berdasarkan ketentuan sbb:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negaга

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6994);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5599);

5.

6.

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5922):

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 5953);

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351)

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Perubahan Kepengurusan Partai

Politik Lokal di Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 809);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2023 tentang Penataan Kerjasama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
253);

10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi

Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 912);

11. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata

Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara

bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama

(MoA) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Pelayanan Hukum dan



Pelayanan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal

di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka meningkatkan Tri Dharma Perguruan

Tinggl.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan:

(2)

a. Seminar dan Workshop/Lokakarya;

b. Kuliah Kerja Praktek (KKP)/Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
c. Kuliah Umum dan Dosen Praktisi Mengajar;

d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

e. Layanan Kekayaan Intelektual;

f. Layanan Administrasi Hukum Umum; dan

g. Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat mencakup kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan

Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan antara Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas

Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia dan Kepala Divisi

Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Aceh

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1),

secara rinci seperti dalam pasal selanjutnya.

Pasal 4

SEMINAR DAN WORKSHOP/LOKAKARYA

(1) Seminar dan Workshop/Lokakarya yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak akan

diupayakan melibatkan pihak lainnya terutama untuk tema/materi yang terkait dengan

Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Workshop/Lokakarya yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK diupayakan untuk

mengundang PARA PIHAK, baik sebagai narasumber ataupun peserta.

(3) Kegiatan ini dilakukan dengan beban dan tanggung jawab sesuai kesepakatan dalam

pertemuan bersama.










